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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM. 63 TAHUN 2014 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan peningkatan prasarana, fasilitasi 
bimbingan dan pengawasan teknis, serta koordinasi 
pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan kereta api, perlu dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Teknik Perkeretaapian; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722);  
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  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5048); 

5. Peraturan Presiden  Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor 14 Tahun 
2014; 

7.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur 
Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Kementerian dan Lembaga Non Kementerian; 

8.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 
2013; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan;  

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dalam surat nomor B/3702/M.PAN-
RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK 
PERKERETAAPIAN. 

BAB  I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
Pasal 1 

(1) Balai Teknik Perkeretaapian merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. 

(2) Balai Teknik Perkeretaapian dipimpin oleh seorang Kepala.  
Pasal 2 

Balai Teknik Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana, 
serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan 
keselamatan perkeretaapian.  

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai 
Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan peningkatan prasarana perkeretaapian; 
b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; 
c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas dan 

angkutan kereta api; 
d. pelaksanaan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

kereta api; 
e. pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana 

perkeretaapian; 
f. pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-

undangan di bidang perkeretaapian; 
g. pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
h. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, 

keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. 

Pasal 4 

Balai Teknik Perkeretaapian diklasifikasikan kedalam  2 (dua) kelas, terdiri 
atas: 

a. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I; dan 
b. Balai Teknik Perkeretaapian kelas II 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertama  
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I 

Pasal 5 

(1) Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian kelas I terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Seksi Prasarana Perkeretaapian;  
c. Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Balai Teknik Perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri 
ini. 

Pasal 6 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, 
rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan 
masyarakat. 

(2) Seksi  Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan peningkatan 
prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapian. 

(3) Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai 
tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan dan keselamatan 
sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api dan pencegahan dan 
penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang 
perkeretaapian, serta pelaksanaan analisis dan penanganan 
kecelakaan. 

Bagian Kedua  
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 

Pasal 7 
(1) Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian kelas II terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Seksi Prasarana Perkeretaapian;  
c. Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan  Perkeretaapian; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Balai Teknik Perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 8 
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, 
rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan 
masyarakat. 

(2) Seksi  Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan peningkatan 
prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapian. 

(3) Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai 
tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan dan keselamatan 
sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api dan pencegahan dan 
penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang 
perkeretaapian, serta pelaksanaan analisis dan penanganan 
kecelakaan. 

Pasal 9 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Pasal 10 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh 
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian. 

(3) Ketua tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi 
tugas tambahan untuk pimpinan unit kerja dan pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan dalam mengkoordinasikan 
pelaksanakaan kegiatan tugas jabatan fungsional. 

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan 
fungsional. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(6) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilaksanakan 
oleh atasan langsung masing-masing. 
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